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BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf c
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6737);

6. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165},

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata  Cara  Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022
Nomor 1};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

e [V TATY]




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pegawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

10. Kerangka konseptual akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar
penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan
atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam PSAP.

11. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian
lebih lanjut atas PSAP.

12. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis
akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

13. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBED.

14. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
penjabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah.

16. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan.
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Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna
barang dan BUD wajib untuk menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan,
Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang
berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya keuangan vyang dikelola cleh pemerintah daerah vang
menggambarkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode
pelaporan.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi kKeuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

Laporan Operasional vang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama
periode tertentu.

Laporan perubahan ekuitas selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disingkat CalK adalah
penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA,
LPSAL, Neraca, LO, LPE, dan LAK.

Bagan Akun Standar vang selanjutnyva disingkat BAS adalah
kode perkiraan buku besar akuntansi yvang terdiri dari kumpulan
akun nominal dan akun riil secara lengkap vang digunakan di
dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca
percobaan, dan laporan keuangan.

BAB Il
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Pemerintah Daerah menerapkan SAP berbasis akrual.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. kebyjakan akuntansi pelaporan keuangan; dan

b. kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan
yvang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
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Pasal 3

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:

kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
penyajian laporan keuangan;

laporan realisasi anggaran,;

laporan perubahan SAL;

neraca,

laporan operasional;

laporan arus kas;

. laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

I{ehljakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b terdiri dari:

akuntansi aset;

akuntansi kewajiban;

akuntansi ekuitas;

akuntansi pendapatan-LRA;

akuntansi pendapatan-LO;

akuntansi belanja;

akuntansi beban;

akuntansi transfer;

akuntansi pembiayaan;

akuntansi belanja bantuan sosial; dan

akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,
perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan dan
peristiwa luar biasa.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BAB Il
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

Entitas Pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan yang paling
rendah terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan SAL;

C. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Entitas Akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
untuk perangkat daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan
yang paling rendah terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan operasional;

c. laporan perubahan ekuitas;

d. neraca; dan

e. catatan atas laporan keuangan. FAHAE "’I {L/
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(3) PPKD selaku BUD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah wajib menyusun Laporan Keuangan yang paling
rendah terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan operasional;

¢. neraca;

d. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal &

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
~pada tanggal 28 Detember 2022

; BUF‘A’I{BU_LUKUMEA,?

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 28 Desember 2022

N YISy
‘MUH:ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 43
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR TAHUN

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN

I. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

BULUKUMBA

A. PENDAHULUAN

1. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI
Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah
terdiri atas:

'al

Kerangka Konseptual
Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan
dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum
dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan
keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan

serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan

keuangan.

Kebijakan Akuntansi Akun

Mengatur  definisi, pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas:

1) Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan
pengakuan dan/atau pengukuran di Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP} wyvang memberikan
beberapa pilihan metode.

2) Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan
dan/atau pengukuran yang ada di SAP.

3) Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

2. TUJUAN

d.

Tujuan kerangka konseptual akuntansi yaitu sebagai

acuan bagi:

1) Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi
masalah akuntansi yang belum diatur dalam
kebijakan akuntansi;

2) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai
apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan
kebijakan akuntansi; dan

3) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
terdapat masalah akuntansi yang belum dinyvatakan dalam
Kebijakan Akuntansi.
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¢. Kebijjakan akuntansi yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang
telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Tujuan kebijakan akuntansi yaitu mengatur penyusunan
dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
Dalam hal terjadi pertentangan antara Kkerangka
konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan
kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka
konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian
diharapkan  dapat  diselesaikan  sejalan dengan
pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

3. RUANG LINGKUP

a. Kerangka konseptual ini membahas:
1) Komponen utama kebijakan akuntansi;
2) Tujuan kerangka konseptual;
3) Asumsi dasar;
4) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
5) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
6) Kendala informasi akuntansi.

b. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah
Daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD,
tidak termasuk perusahaan daerah.

4. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

yaitu anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa

perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan,

yang terdiri atas:

a. asumsi kemandirian entitas;

b. asumsi kesinambungan entitas; dan

¢. asumsi Kketerukuran dalam satuan wuang (monetary
measurement).

Adapun penjelasan masing-masing asumsi dasar sebagai

berikut:

a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa unit
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan
keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu
indikasi terpenuhinya asumsi ini yaitu adanya kewenangan
entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab
atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca
untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk
atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya
dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan

HIVEX




I.nm_‘;m'rm i {aﬁ}mﬁa- 7 R —— :anfnrdh'.ﬁmuﬁ'{,:ﬁfp.rm .Hﬂuﬁjuﬁ

keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan
dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan yaitu unit
pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi vaitu unit
pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan
kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang
diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan
asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut
keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan
likuidasi.

¢. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan
setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan
satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan
dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

B. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut
ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan
keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki:

1. Relevan:

2. Andal;

3. Dapat dibandingkan; dan
4. Dapat dipahami.

Penjelasan untuk masing karakteristik kualitatif laporan keuangan
adalah sebagai berikut:

1. RELEVAN

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan
apabila informasi yang termuat didalamnya dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan
membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa
kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian,
informasi laporan keuangan yang relevan yaitu yang dapat
dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

9
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Informasi yang relevan harus:

a. memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya
bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan
untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa
lalu;

b. memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa
laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat
membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa
vang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
kejadian masa kini;

c. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan
pengguna laporan keuangan; dan

d. lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang
selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi
akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan
keputusan pengguna laporan.

2. ANDAL

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus
bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

a. penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
dapat diharapkan untuk disajikan;

b. dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan
keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi
yvang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih
dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap
menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; dan

¢. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk
menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu,
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. DAPAT DIBANDINGKAN

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah
daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan
pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara
internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan
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kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah
daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi
yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan
kebijakan akuntansi vang lebih baik daripada kebijakan
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan
akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya
perubahan tersebut.

4. DAPAT DIPAHAMI

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan
dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna
laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas
kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta
adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari
informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini vaitu
delapan prinsip vang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah:

Basis akuntansi;

Prinsip nilai historis;

Prinsip realisasi;

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;

Prinsip periodisitas;

Prinsip konsistensi;

Prinsip pengungkapan lengkap; dan

Prinsip penyajian wajar.

B0 S OGN £/

Penjelasan dari masing-masing prinsip yang digunakan dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai
berikut:

1. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal
peraturan perundangan mewajibkan disajikannyva laporan
keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan
laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa
pendapatan diakui pada saat hak wuntuk memperoleh
pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas
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belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau
entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing
dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis
kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa
pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat
kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan
diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan
dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun
berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

PRINSIP NILAI HISTORIS

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai
wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset
tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas
yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban
di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai
yvang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

PRINSIP REALISASI

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia
yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah
suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar
utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA
masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka
pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi
melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against
revenue principle] tidak ditekankan dalam akuntansi
pemerintah daerah sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi
sektor swasta.

PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,
maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan
hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi
transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan
aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan
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dengan jelas dalam catatan atas Laporan Keuangan.
PRINSIP PERIODISITAS

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja
pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya vang
dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yvang digunakan
adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan
semesteran juga dianjurkan.

PRINSIP KONSISTENSI

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan
(prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak
boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode
akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat
diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan
mampu memberikan informasi vang lebih baik dibanding
metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini
diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi
yvang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan
atau Catatan atas Laporan Keuangan.

PRINSIP PENYAJIAN WAJAR

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat
diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah
ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu.  Ketidakpastian seperti itu  diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung
unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu
rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat
tidak memperkenankan, misalnya: pembentukan cadangan
tersembunyil, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang
terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau
belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan
menjadi tidak netral dan tidak andal.
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KENDALA INFORMASI AKUNTANSI

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal
dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan
pemerintah daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan
(limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang
menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan
keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Materialitas;

2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Penjelasan dari tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi
akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai
berikut:

1. MATERIALITAS

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya
memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat
informasi yang memenuhi Kkriteria materialitas. Informasi
dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yvang dibuat atas
dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam
laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari
biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut.
Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak
semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi
biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang
substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh
pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
mencapai suatu keseimbangan yvang tepat diantara berbagai
tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan
keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar
karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara
relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara
dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah
pertimbangan profesional.

14

%
<
4




Lampirans- -‘E,d&jnl}m huamtamai ﬁhwq'umfﬂmmﬁ'{;ﬁwun T o

1§

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PENDAHULUAN

A.

1

Defenisi

e,

berikut istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

dengan pengertian:

1) Kebijakan akuntansi yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2) Basis kas wvaitu basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayarkan.

3) Basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan  peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

4) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam
satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi
tertentu secara sistematis untuk satu periode.

5) Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD
yang merupakan mandat yang diberikan kepada bupati
untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai
tujuan yang ditetapkan.

6) Badan Layvanan Umum (BLU)/Badan Lavanan Umum
Daerah (BLUD) yaitu instansi di lingkungan pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
vang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas

7) Perusahaan daerah yaitu badan usaha yang seluruh
atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah.

8) Periode akuntansi yaitu periode pertanggungjawaban
keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama
dengan periode tahun anggaran.

9) Tanggal pelaporan yaitu tanggal hari terakhir dar suatu
periode pelaporan.

10) Mata uang pelaporan vaitu mata uang rupiah yang
digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

11) Konsolidasi yaitu proses penggabungan antara akun-
akun vang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan
dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi
dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi
akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai
satu entitas pelaporan konsolidasian.

12) Materialitas yaitu suatu kondisi jika tidak tersajikannya
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi
keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas
dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
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hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang
dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana
kekurangan atau salah saji terjadi.

13) Azas _ Brutec yaitu suatu prinsip vang tidak
memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan
setelah dikurangi pengeluaran pada suatu wunit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara
penerimaan dan pengeluaran

14) Belanja yaitu semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan  diperoleh  pembayarannya  kembali oleh
pemerintah.

15) Kas yaitu uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

16) Kas Daerah yaitu tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah.

17) Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18) Arus Kas vaitu arus masuk dan arus keluar kas dan
setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

19) Aktivitas operasi yaitu aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan
operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

20) Aktivitas investasi yaitu aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas.

21) Aktivitas pendanaan yaitu aktivitas penerimaan kas
vang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas
yvang akan diterima kembali yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan
piutang jangka panjang.

22) Aktivitas non anggaran yaitu aktivitas penerimaan
atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi
anggaran  pendapatan, Dbelanja, transfer, dan
pembiayaan pemerintah.

23) Aktivitas Transitoris yaitu aktivitas penerimaan atau
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan.

24) Metode ekuitas yaitu suatu metode akuntansi yang
mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga
perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas
kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima
investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal
investasi.
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25) Metode Langsung yaitu metode penyajian arus kas
dimana pengelompokan wutama penerimaan dan
pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

26) Nilai nominal yaitu nilai yang tertera dalam surat
berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham
dan obligasi.

27) Nilai pasar yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari
penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara
pihak-pihak yang independen.

28) Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yvang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

29) Ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah.

30) Kemitraan yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih
yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan
kegiatan vang  dikendalikan  bersama  dengan
menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

31) Nilai_wajar vaitu nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antara pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

32) Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini yaitu
manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan
satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan
pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun
golongan masyarakat tertentu.

33) Nilai_historis yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yvang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan
pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset
investasi pada saat perolehannya.

34) Biava perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang
telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang telah dan yvang masih wajib diberikan
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

35) Nilai tercatat (carrying amount] aset yaitu nilai buku
aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset
setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

36) Kontrak konstruksi wvaitu perikatan yang dilakukan
secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu
kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau
saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan
fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

37) Kontraktor yaitu suatu entitas yang mengadakan
kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa
konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai
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dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak
konstruksi.

38) Uang muka kerja yaitu jumlah yang diterima oleh
kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka
kontrak konstruksi.

39) Klaim yaitu jumlah yang diminta kontraktor kepada
pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang
tidak termasuk dalam nilai kontrak.

40) Pemberi kerja yaitu entitas vang mengadakan kontrak
konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau
memberikan jasa konstruksi.

41) Retensi yaitu jumlah termin (progress billing) yang belum
dibayar hingga pemenuhan kondisi vang ditentukan
dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

42) Termin (progress billing) yaitu jumlah yang ditagih untuk
pekerjaan vang dilakukan dalam suatu kontrak baik
vang telah dibayar ataupun yvang belum dibayar oleh
pemberi kerja.

43) Beban yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset
atau timbulnya kewajiban.

44) Dana Cadangan yaitu dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
besar vang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

45) Investasi yaitu aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen,
dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

46) Pembiavaan (financing] yaitu setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima  kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, vang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran.

47) Selisih kurs vaitu selisih yang timbul karena penjabaran
mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

48) Pendapatan-LO yaitu hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yvang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

49) Pendapatan-LRA yaitu semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh Pemerintah Daerah.

50) Penvusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

51) Persediaan vaitu aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-
barang yang dimaksudkan wuntuk dijual dan/atau
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diserahkan  dalam  rangka  pelayanan  kepada
masyarakat.,

52) Pos yaitu kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada
lembar muka laporan keuangan.

53) Pos luar biasa yaitu pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi
yvang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan
sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau
pengaruh Pemerintah Daerah.

54) Saldo Anggaran Lebih yaitu gunggungan saldo yang
berasal dari akumulasi SILPA/SiKPA tahun-tahun
anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta
penyesuaian lain yang diperkenankan.

55) Selisih kurs yaitu selisih yang timbul karena penjabaran
mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

56) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat
likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan.

57) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
yvaitu selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

58) Surplus/defisit-LO yaitu selisih antara pendapatan-LO
dan beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
operasional dan pos luar biasa.

59) Surplus/defisit-LRA yaitu selisih lebih/kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode
pelaporan.

60) Tanggal pelaporan yaitu tanggal hari terakhir dari suatu
periode pelaporan.

61) Transfer yaitu penerimaan/pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

62) Utang transfer yaitu Kkewajiban Pemerintah Daerah
untuk melakukan pembayaran kepada entitas pelaporan
lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

2.  Tujuan

a.

tujuan kebijakan ini yaitu mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial
statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,
maupun antar entitas akuntansi;

untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan
seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan
keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan
persyaratan minimum isi laporan keuangan; dan

laporan keuangan untuk tujuan umum yaitu laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi
spesifik dan peristiwa-peristiwa vang lain diatur dalam
kebijakan akuntansi yang khusus.
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3. Ruang Lingkup

a. laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan
disajikan dengan basis akrual;

b. laporan keuangan untuk tujuan umum yaitu laporan yvang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang
dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,
lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,
serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan
keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan
keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya
seperti laporan tahunan

o

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan
dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan
Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah
Daerah dan entitas akuntansi yaitu SKPD dan BUD. Tidak
termasuk perusahaan daerah.

4. Basis Alluntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah yaitu basis akrual, namun dalam hal
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi vang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah. Tujuan wumum laporan keuangan yaitu

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas

Pemerintah Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

vaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah

Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah
untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai aktivitasnya.
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Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan

prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi

vang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang

berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan

keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan
sesuai dengan anggaran; dan

2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai
dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan
oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai Pemerintah Daerah dalam hal:

aset;

kewajiban;

ekuitas;

pendapatan-LRA;

belanja;

transfer;

pembiayaan;

saldo anggaran lebih

pendapatan-LO;

10. beban; dan

11. arus kas.
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Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak
dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan,
termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama
dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu
periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu
para pengguna dalam memperkir